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Usulan Merger BUMN Cegah Pemborosan

MENTERI KKP SEBUT

Ada Nelayan Klaim Pasang Pagar Laut

BOGOR (KR) - Anggota Komisi VI DPR

RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya

mengusulkan merger perusahaan di ba-

wah Kementerian Badan Usaha Milik Ne-

gara (BUMN) demi mencegah pemborosan

negara. Hal itu ia sampaikan, Minggu

(19/1). ”Pemborosan yang dilakukan

BUMN seperti membentuk perusahaan

anak, cucu hingga cicit usaha dalam bi-

dang yang sama, meski dengan induk yang

berbeda,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata Asep, memper-

sempit daya saing usaha milik swasta

yang pada akhirnya juga berpotensi meng-

hilangkan keuntungan bagi usaha milik

negara. ”Konsekuensi yang ditimbulkan

adalah seluruh usaha BUMN menggurita.

Ini mempersempit daya saing usaha swas-

ta dan keuntungan negara pun berpotensi

hilang,” jelasnuap.

Menurut Asep, keuntungan negara ber-

potensi hilang dari pemborosan yang digu-

nakan sebagai capex (belanja modal) dan

opex atau biaya operasional.

Seiring dengan merger itu, Asep menga-

takan, harus juga dilakukan restrukturi-

sasi dan rasionalisasi pada BUMN. Ia me-

nilai hal tersebut perlu dilakukan agar se-

tiap bisnis yang digeluti perusahaan ne-

gara berjalan atas rencana yang matang.

Rasionalisasi BUMN tersebut harus me-

nyentuh hingga ke anak cucu usahanya

agar bisnis perusahaan pelat merah sema-

kin produktif. ”Saya sepakat merger dila-

kukan, namun upaya rasionalisasi BUMN

harus juga menyentuh hingga ke anak cu-

cu usahanya agar bisnisnya semakin pro-

duktif, pendapatan negara semakin me-

ningkat dan pemborosan serta perilaku

fraud yang merugikan keuangan negara

dan badan usaha milik swasta pun bisa

diredusir,” paparnya.

Asep menerangkan, rasionalisasi

BUMN juga memberikan dampak dan

manfaat bagi usaha negara. Sebab, kondisi

bisnis dan usaha bisa berjalan dengan baik

karena pada nantinya usaha swasta yang

dimiliki rakyat juga bisa mengakses peker-

jaan secara merata di perusahaan pelat

merah. (Ant)-f

BALI (KR) - Menteri Kelautan dan

Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono

menyebut, ada perkumpulan nelayan

yang mengklaim telah memasang pagar

laut di Kawasan Perairan Kabupaten

Tangerang, Banten.

”Kami dapat info, katanya perkumpu-

lan nelayan. Nah itu sedang kami panggil

terus,” kata Menteri KKP di Kabupaten

Badung, Bali, Minggu (19/1).

Menurut Menteri KKP, pihak yang

mengklaim telah memasang pagar laut

dari bambu itu adalah Kesatuan Masya-

rakat Nelayan Pantai Utara (Pantura).

Namun, lanjutnya, kelompok nelayan

yang sudah dipanggil oleh KKP itu tidak

kunjung menghadiri panggilan tersebut.

Pihaknya pun akan meminta bantuan

Kepolisian untuk melakukan penyelidik-

an pemasangan pagar laut tersebut.

”Sudah beberapa kali dipanggil oleh

Dirjen Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(PSDKP) tapi belum datang. Kami sudah

minta Kepolisian untuk membantu kami

melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Menteri KKP mengaku tidak mengeta-

hui alasan kelompok nelayan itu tidak

menghadiri pemanggilan dari KKP. Ia ju-

ga menyebutkan, hingga saat ini belum

ada indikasi pemasang pagar laut itu

adalah dari perusahaan tertentu. ”Belum

ada, belum terdeteksi ke sana (perusa-

haan diduga memasang pagar laut),”

katanya.

Mengingat panggilan tersebut belum

dipenuhi, maka pihaknya belum dapat

menentukan siapa dalang di balik pema-

sangan pagar bambu itu. ”Kami sedang

melakukan penyelidikan, kan tidak bisa

cepat, tidak bisa menuduh banyak orang

juga,” ucapnya.

Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel

oleh KKP untuk memudahkan penyelidik-

an. Meski sekitar 2 kilometer pagar laut

sudah dibongkar namun proses penyeli-

dikan tidak terpengaruh. ”Pencabutan kan

tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa

yang menanam kan lebih mudah (penyeli-

dikan),” ucapnya. (Ant/San)-f


